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MOTTO  
 
 َخ اوُقَّدَصَت ْنَأَو ۚ ٍةَرَسْيَم ٰىَلِإ ٌةَرِظَن َف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو ُُ َ ْْ  َت ْْ ُُ ْ نُك ْنِإ  ْْ ُ َل ٌر ْ ينو  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui (QS. AL-baqarah:280). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf 
Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي Fathah dan alif a> a dan garis di atas 
xi 
 
atau ya 
أ...ي Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
xii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun dalam 
transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, 
kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 
sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
xiii 
 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 
nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
xiv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 م ام وحملوسرلاإ د  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata 
tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-
ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Agus Nursodik, NIM 142111159, “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Dalam Akad Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI Studi Kasus KSPPS BMT 
Tumang Cabang Solo)’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya pembiayaan bermalah dalam akad musyarakah dan starategi penanganan 
pembiayaan bermasalah dalam akad musayarakah.  
 BMT Tumang Cabang Solo merupakan suatu lembaga penyaluran dana 
berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan ketentuan syariat islam. Pembiayaan 
bermasalah pada BMT Tumang Cabang Solo adalah pembiayaan dimana berada 
dalam kategori  diragukan atau macet yang nasabahnya tidak menepati jadwal 
pembiayaan. Sehingga pihak BMT akan melakukan upaya penangan pembiayaan 
bermasalah tersebut. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data yaitu dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kepada KSPPS BMT Tumang Cabang 
Solo dalam rangka untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian bermasalah 
dalam akad musyarakah yang dilakukan pihak KSPPS BMT Tumang Cabang Solo . 
 Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi 
pembiayaan bermasalah ada faktor inertnal dan faktor eksternal, faktor internal dari 
petugas BMT yang terlalu kompromi, mencari keutungan, kurangnya monitoring 
nasabah dalam nejalankan usahanya. Adapun faktor eksternal dari nasabah kurang 
yang amanah dalam menejemen dan musibah yang terjadi pada nasabah. Strategi 
penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad musy>arakah di BMT Tumang 
Cabang Solo menurut Fatwa DSN-MUI yaitu dengan 5 strtegi yaitu: tahapan pertama 
adalah dimana nasabah sudah telat melakuakan kewajibanya selama 2 bulan, dan 
pihak BMT melakuakan pendekatan dengan via telpon. tahapan kedua adalah nasabah 
sudah melakukan wanprestasi dan pihak BMT memberikan 3 SP. Rescheduling 
(penjadualan kembali) adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan 
terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 
pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk 
perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. Write off adalah 
Merupakan tindakan administratif yang di lakukan pihak BMT sebagai salah satu cara 
menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah guna meningkatkan kesehatan BMT. 
dan yang terakhir Eksekusi anggunan adalah Pada tahapan ini BMT akan menjual, 
melelang barang anggunan/jaminan atau mencari debitor lain. Namun ada satu hal 
yang masih belum dijalaninya, yaitu dalam hal setelah pembebasan hutang pada 
nasabah yang tidak mampu membayar, BMT baru akan menganggap utang nasabah 
lunas apabila nasabah meninggal. 
 
Kata kunci: strategi, penanganan pembiyaan bermasalah dan akad musy>arakah Fatwa 
DSN-MUI 
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 ABSTRACT 
 
Agus Nursodik, NIM 142111159, "Strategy for Handling Problematic Financing in 
Musyarakah Agreements According to DSN-MUI Fatwa Case Study of KSPPS BMT 
Tumang Solo Branch) ''. This study aims to determine the factors causing the 
occurrence of problematic financing in the musy>arakah contract and the category of 
problematic financing handling in the musy>arakah contract. 
BMT Tumang Solo Branch is a fund distribution institution based on sharia principles 
and uses Islamic sharia provisions. Problematic financing at the Solo Branch BMT 
Tumang is financing which is in the doubtful or bad category whose customers do not 
keep up with the financing schedule. So that the BMT will make efforts to handle the 
problematic financing. 
This type of research is a qualitative study, a research that produces descriptive data 
by collecting data that is by observation, interview, documentation, and literature 
study, to the KSPPS BMT Tumang Solo Branch in order to find out how the problem 
solving strategies in musy>arakah contract conducted by KSPPS BMT Tumang Solo 
Branch. 
The results of this study, it can be concluded that which affects problematic financing 
there are inertnal factors and external factors, internal factors of BMT officers who 
are too compromising, seeking benefits, lack of customer monitoring in running their 
business. The external factors of the customers are less trustworthy in the 
management and disasters that occur in the customer. Strategy for handling 
problematic financing in the musy>arakah contract at BMT Tumang Solo Branch 
according to Fatwa DSN-MUI, with 5 strategies, namely: the first stage is where the 
customer has been late in carrying out his obligations for 2 months, and the BMT 
approach is done via telephone. the second stage is the customer has defaulted and the 
BMT provides 3 SP. Rescheduling is a legal effort to make changes to several credit 
agreement terms relating to repayment schedules/credit periods including grace priod, 
including changes in the amount of installments. If necessary with the addition of 
credit. Write off is an administrative action undertaken by BMT as a way to reduce 
the level of problematic financing to improve BMT health. and lastly Execution of 
grace is At this stage BMT will sell, auction off collateral/ collateral or find another 
debtor. This stage is the final stage carried out by BMT because according to BMT 
the previous stages are only a delay of payment. 
 
 
 
 
Keywords: strategy, handling problem financing and contractual agreements DSN-
MUI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan 
bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya mereka 
menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam 
melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Menurut Undang- Undang 
Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan 
usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 
Pada dasarnya bank konvensioanal menggunakan sistem bunga, 
padahal bunga dalam hukum Islam  sama saja dengan riba. Praktik riba 
dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” sangat dilarang dalam 
Islam.  
Seperti yang terkandung dalam Al Qur’an surat ar-Ruum 39 : 
 ِهَّللا َدْنِع ُوبْر َي َلََف ِساَّنلا ِلاَوَْمأ يِف َو ُبْر َِيل ًاِبر ْنِم ْمُت ْ ي َتآ اَمَو ُت  ٍ ا َََ  ْنِم ْمُت ْ ي َتآ اَمَو   ُدِيرا َهْجَو َنو ِهَّلل
كِئََٰلوَُأف  َنوُفِعْضُمْلا ُمُه  
Artinya: ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada 
sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 
                                                          
1 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.  30. 
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maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 
demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.2 
 
Islam memberikan pembelajaran yang baik bagi umatnya, karena riba 
membuat orang menjadi sengsara (zhulm), menggambarkan sulitnya orang 
miskin mengangsur pelunasan hutang berikut bunganya, sehingga kezholiman 
yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan. Sebab itu 
selain bank konvensional  muncul bank syariah yang memberikan solusi yang 
terbaik untuk melakuan pembiayaanyang terhidar dari unsur maysir, ghoror, 
riba.3 
UU Perbankan No. 10 tahun 1998, bahwa BPR adalah lembaga 
keuangan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan berdasarkan 
prinsip syariah selanjutnya di atur menurut surat keputusan Direktur  Bank 
Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 mei 1999 tentang bank 
pengkridatan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini secara teknis 
BPR syariah bisa di artikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR 
konvensional, yang operasinya berdasarkan prinsip syariah.4  
Bank Islam adalah bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip- prinsip 
syariah islam yamg tata cara beroprasinya mengacu kepada ketentuan- 
                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), 
hlm. 408. 
 
3 A. Irwan Amin, Menata Perbankan di Indonesia, (Jakarta: UIN PRES, 2009), hlm. 40. 
 
4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi,( 
Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 90. 
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ketentuan Al-Qur’an dan Hadis.5 Istilah lain bank islam adalah bank syariah. 
Secara akademik istilah islam dan istilah syariah memiliki pengertian yang 
berbeda, namun secara teknis penyebutan untuk bank islam dan bank syariah 
memiliki pengertian yang sama.6  
Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Baitul Maal Wat 
Tamwiil” yang biasa disebut BMT, sesungguhnya di latar belakangi oleh 
pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur’an. Sementara disisi lain, kendati 
haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim 
berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan ijma.7  
Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika yakni 
adanya keharusan menerapakan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang 
Islami, antara lain prinsip ibadah (at-tauhid) persamaan (al-musawat), 
kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (at-ta’awun), 
dan toleransi (at-tasamuh). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar 
dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum 
kepemilikan pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, 
eksploitasi, dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan 
kewajiban.8 
                                                          
5 Karnaen Perwataatmadja, MPA dan H, Muhammad Syafi’I Antonio, M. Ec,  apa dan 
Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 199), Cet 1, hlm. 1. 
 
6 Warkum Sumitro, Asas- Asas Perbankan Islam dan lembaga Terkait (MBUI dan 
Takaful) di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 5. 
 
7 Yaitu kesepakatan pendapat para ulama mazhab yang menjadi sumber rujukan ketiga 
nilai-nilai hukum Islam, setelah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 
 
8 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil..., hlm. 6. 
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Prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut kini menjadi landasan 
operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam rangka 
praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam 
berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah yang 
menggunakan mekanisme bagi hasil (profitsharing). Oleh karena itu, 
masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan 
lembaga keuangan syariah, antara lain: pertama, adanya jaminan keuntungan 
hasil investasi yang jelas, terukur, dan rasional; kedua, adanya jaminan aspek 
hukum dan keamanan investasi; ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam 
rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; keempat, terhindar dari 
praktik-praktik bisnis yang monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif; 
kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak 
yang melakukan transaksi.9 
Pada saat ini banyak di dirikannya lembaga keuangan syariah seperti di 
dirikannya salah satu baitul maal wa tamwil atau BMT Tumang Cabang Solo, 
dengan salah satu produk yang ditawarkan kepada anggotanya yaitu 
pembiayaan musy>arakah. Musy>arakah di sebut juga syirkah, merupakan 
aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak pihak 
yang terkait. Musy>arakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana 
dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, 
dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. 
                                                          
9 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil..., hlm. 6. 
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Transaksi musy>arakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 
sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, 
dengan memadukan seluruh sumber daya. Untuk kehati-hatian, dalam proses 
pembiayaan musy>arakah, ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh.10 
Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk 
memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk 
suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan di bagi sesuai 
dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak- pihak yang berserikat.11 
BMT Tumang cabang solo mendistribusikan pembiayaan musy>arakah 
melalui penyaluran dan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan 
permodalan. Dalam hal ini BMT Tumang cabang solo membantu permodalan 
pada nasabah yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya yang 
akan dikembangkan. Dengan demikian BMT Tumang Cabang Solo membantu 
nasabah untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan 
yang di berikan dalam konteks kebutuhan konsumtif pun mampu melindungi 
pengusaha atau nasabah dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini. 
Adapun ketentuan menurut Fatwa Dewan Syariah nasional NO.  08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang musy>arakah. 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
                                                          
10 Hamidi , Analisis Pembiayaan Musy>arakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank 
Muamalat indonesia, Jurnal Measurement, Vol. 8, No. 3, 2014, hlm.34- 35. 
 
11 Ismail, Perbankan Syariah…, hlm.  176. 
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Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.12 
Dari hasil prapenelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui  yang 
melakukan akad pembiayaan musy>arakah dalam waktu 3 tahun,  dari tahun 
2016 – 2018 yang melakukan akad pembiayaan musy>arakah di KPPS BMT 
Cabang Solo ada 16 nasabah, dari 16 nasabah tersebut yang melakuakan 
pembiayaan bermasalah ada 4 nasabah, persentase akad pembiayaan 
bermasalah diangka 25% dari nasabah yang melakuakan pembiyaan 
musy>arakah  pada tahun 2016- 2018 di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo  
yang mayoritas sebabkan oleh faktor ekstern. Pemberian pembiayaan 
musy>arakah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan Lembaga 
Keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data- data fiktif 
sehingga pembiayaan musy>arakah sebenarnya tidak layak untuk diberikan. 
Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan musy>arakah yang 
diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet. Oleh karena itu, BMT perlu 
mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya 
kesalahan dalam pemberian pembiayaan musy>arakah.13 
Dalam fakta yang terjadi pada saat ini di dunia perbankan sudah sangat 
tidak asing lagi, salah satu diantaranya mengenai pembiayaan bermasalah, 
yang merupakan fenomena yang bisa mengakibatkan sebuah bank atau BPRS 
menjadi kritis atau bahkan hancur. Pembiayaan bermasalah terjadi karena 
                                                          
 
12 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 169. 
 
13 Reni Endah Wahyuningsih, Menager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi 
Senin, 24 juni 2019. jam 08:30- 09:30 WIB 
7 
 
 
debitur (orang-orang yang mengambil pembiyaan) tidak bisa memenuhi 
kewajiban dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan sehingga sistem 
pembayaran menjadi tersendat  atau bahakan berhenti. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui apakah BMT 
Tumang Cabang Solo sudah menerapkan sistem Islam dalam pembiayaan 
musy>arakah, dan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad 
musy>arakah. Dari latar belakang diatas  maka penulis menuangkan dalam 
bentuk skripsi yang bejudul “Strategi Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah Dalam Akad  Musy>arakah  Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi 
Kasus di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo)”  
B. Rumusan Masalah  
Berpijak dari latar belakang permasalahan diatas maka perlu kirannya 
penyusun merumuskan pertanyaan untuk memperlancar dan menentukan arah 
dari penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad  
musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo ?  
2. Apakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad 
musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo Sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang muncul, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian adalah: 
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a. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam 
akad  musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo. 
b. Untuk mengetahui Apakah strategi penanganan pembiayaan 
bermasalah dalam akad musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang 
Solo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. 
2. Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan memperkaya wawasan pengembangan pengetahuan 
yang berhubungan dengan lembaga keuangan, khususnya KSPPS 
BMT Tumang Cabang Solo dalam mengelola usahanya, khususnya 
tentang musy>arakah. 
b. Dari penelitian diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi 
pengelola KSPPS BMT Tumang Cabang Solo bahwa segala produk 
simpanan maupun pembiayaan di BMT sudah sesuai dengan prinsip 
syari’ah. 
D. Kerangka Teori 
Ada banyak produk penghimpun dan penyaluran dana secara teknis-
finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk 
BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup 
untuk itu. Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, biasanya lembaga 
keuangan syariah memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya 
pembiayaan Musy>arakah. Musy>arakah merupakan akad kerjasama antar dua 
pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak 
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menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha 
bersama di berikan sesuai dengan kontibusi dana atau sesuai kesepakatan 
bersama. Musy>arakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas 
berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang 
terkait.14  
Dasar perjanjian musy>arakah adalah kepercayaan murni, sehingga 
modal di jadikan satu untuk di jadikan modal proyek musy>arakah dan di 
kelola bersmama- sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam 
menentukan kebijakan usaha yang di jalankan untuk menjalakan oleh 
pelaksana proyek. Pemilik modal di percaya untuk usaha menjalankan poyek 
musy>arakah dan tidak boleh mendapat mengalihkan pernyataanatau di ganti 
oleh pihak lain.15 
Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui 
pembiayaan musy>arakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama 
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 
resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan 
musy>arakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik 
                                                          
14 Ismail, Perbankan Syariah…, hlm . 176. 
 
15 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 
172-173. 
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dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan syari’ah (LKS). 
Seperti yang terkandung dalam Al Qur’an al-Ma'idah 5:  
 ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفْوَأ اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ يَأَاي … 
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …"16 
Dan juga ditemukan dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:  
اًحْلُص َّلاِإ َنيِمِلْسُمْلا َنْي َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا  َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح  َلَل  َوُمِلْسُمْلاَو اًماَرَح 
اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْمِهِطوُرُش. 
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."17 
Kaidah fiqh:  
 ِرْحَت  َلَل ٌلِْيلَد َّلَُدي  َْأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا  ِف ُلْصَلأَااَهِمْي  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.”18 
                                                          
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), 
hlm. 106. 
 
17Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqolani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta 
Timur: Akbarmedia, 2012), cet. 7, hlm 231. 
 
18Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet. 3, hlm.130 
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Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan 
oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan 
yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan 
yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. 
Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif  bagi kedua belah 
pihak (debitur dan kreditur).19 
Sedangkan mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan 
dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP 
tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit 
bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui 
alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan 
kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat 
edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah 
melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.20 
E. Tinjauan Pustaka 
Sekarang ini banyak karya-karya yang mengangkat atau membahas 
mengenai sistem ekonomi Islam atau lebih khusus bagi lembaga keuangan 
yang menggunakan sistem syariah. Sebelum melakukan penelitian, penulis 
sebelumnya melakukan kajian terhadap pustaka tentang teori-teori dan 
                                                          
19 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2013). hlm. 102. 
 
20 Nur Samsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Tangerang: PAM Press, 
2012), hlm. 209. 
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konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, terdapat 
beberapa karya tulis terkait dengan pelaksanaan dan bagi hasil produk 
pembiayaan, diantaranya: 
Skripsi karya Afifah Tri Sukmawati yang berjudul “Sistem 
Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musy>arakah di BMT Al-
Ikhlas”. Skripsi ini memfokuskan pada sistem pelaksanaan pembiayaan 
musy>arakah di BMT Al-Ikhlas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, 
perhitungan, dan penentuan bagi hasil di BMT Al-Ikhlas yang menggunakan 
metode profit and loss sharing.21 Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi 
yang akan disusun adalah sistem pelaksanaan pembiayaan musy>arakah dan 
penentuan bagi hasil. Sedangkan sekripsi yang akan disusun ini membahas 
strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad musy>arakah di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Solo menurut Fatwa DSN-MUI.  
Skripsi karya Aswad Addu Ali Humad Al Alim yang berjudul 
“Analisis Prosedur Pembiayaan dan Dampaknya Terhadap Kepuasaan 
Nasabah (Studi Kasus di BMT Tumang, BMT Anda, BMT Al Ishlah di Kota 
Salatiga)”. Skripsi ini memfokuskan pada prosedur pembiayaan secara umum, 
pengaruh prosedur, dan kepuasan nasabah di BMT Tumang, BMT Anda, dan 
BMT Ishlah.22 Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun 
                                                          
21 Afifah Tri Sukmawati,” Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk 
Musy>arakah di BMT Al-Ikhlas”, Skripsi, Yogjakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi , UIN 
Sunan Kalijaga,2014. 
 
22Aswad Addu Ali Humad Al Alim,“Analisis Prosedur Pembiayaan dan Dampaknya 
Terhadap Kepuasaan Nasabah (Studi Kasus di BMT Tumang, BMT Anda, BMT Al Ishlah di Kota 
Salatiga)”, Skripsi, Salatiga: Fakultas Perbankan Syariah, IAIN Salatiga, 2015. 
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adalah skripsi diatas membahas tentang prosedur pembiayaan dan kepuasan 
nasabah, Sedangkan sekripsi yang akan disusun ini membahas strategi 
penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad musy>arakah di KSPPS BMT 
Tumang Cabang Solo menurut Fatwa DSN-MUI.  
Tugas Akhir karya Laela Mukaromah yang berjudul “analisis 
Pembiayaan Musyara>kah di BMT Tumang Cabang Cepogo”. Tugas Akhir ini 
memfokuskan pada prosedur pembiayaan musy>arakah di BMT Tumang 
Cabang Cepogo dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir 
risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musy>arakah di BMT Tumang 
Cabang Cepogo.23 Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun 
adalah skripsi di atas membahas tentang prosedur pembiayaan dan cara 
meminamilisir resiko yang dapat terjadi. Sedangkan sekripsi yang akan 
disusun ini membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam 
akad musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo menurut Fatwa 
DSN-MUI. 
Tugas Akhir karya Ulfatu Rosyidah yang berjudul “Evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern Pembiayaan Musyara>kah Di KJKS BMT Tumang Cabang 
Cepogo”. Tugas Akhir ini memfokuskan pada prosedur dan sistem 
pengendalian intern yang diterapkan untuk pengendalian terhadap pembiayaan 
musy>arakah di BMT Tumang Cabang Cepogo. Dan menurut penelitian yang 
                                                                                                                                                               
 
23 Laela Mukaromah,“Analisis Pembiayaan Musy>arakah di BMT Tumang Cabang 
Cepogo”, Tugas Akhir, Salatiga: DIII Perbankan Syariah, STAIN Salatiga, 2013. 
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penyusun lakukan terhadap karya tulis atau skripsi-skripsi yang telah ada 
khususnya di Jurusan Syarian IAIN Surakarta, seperti yang penyusun ketahui 
yaitu yang pernah mengadakan penelitian pada pembiayaan musy>arakah. Pada 
skripsi tersebut membahas tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi 
Pembiayaan Musarakah Di BMT Yaqawiyyu Jatinom” yang penelitian 
tersebut dilakukan di BMT Yaqawiyyu Jatinom yang didalamnya membahas 
pandangan hukum Islam itu sendiri terhadap pembiayaan musy>arakah di BMT 
Yaqawiyyu Jatinom. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan 
musy>arakah di BMT Yaqawiyyu Jatinom ada pihak-pihak yang terlibat 
transaksi musy>arakah harus cukup hukum, objek musy>arakah, kerja, 
keuntungan dan kerugian besar pembagian laba sudah ditentukan diawal 
perjanjian.24 Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun 
adalah skripsi di atas membahas sistem penentuan bagi hasil. Sedangkan 
sekripsi yang akan disusun ini membahas f strategi penanganan pembiayaan 
bermasalah dalam akad musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo 
menurut Fatwa DSN-MUI.  
Pada skripsi karya Antik Dian Purnamasari, Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis islam IAIN Surakarta 2017, “Problematika Pelaksanaan Pembiayaan 
Musy>arakah Di BANK Pembiyaan Rakyat Syariah Sukowati Cabang 
Karanganyar”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanan 
pembiayaan musy>arakah, faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan 
                                                          
24  Rizqi Minfadhilillah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musy>arakah Di 
BMT Yaqawiyyu Jatinom” (skripsi IAIN SURAKARTA 2017). 
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musy>arakah dan strategi dalam meningkatkan pembiayaan musy>arakah.25 
Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi di 
atas membahas pelaksanaan pembiayaan musy>arakah dan faktor yang yang 
mempengarui rendahnya pembiayaan. Sedangkan sekripsi yang akan disusun 
ini membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad 
musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo menurut Fatwa DSN-
MUI. 
Berdasarkan literatur penelitian yang di tulis sebelumnya, maka 
penulis mengambil judulyang berbeda dari sebelumnya, yaitu “Strategi 
Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad  Musy>arakah  Menurut 
Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo)”  
F. Metode Penelitian 
1) Jenis Penelitian 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan, jenis penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan atau penelitian kancah (field research) 
yaitu peneliti turun berada di lapangan. 26 
2) Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo Jl. 
Brigjend Sudiarto 5/2, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Telp (0271) 
642257. 
                                                          
25 Antik Dian Purnamasari, “Problrmatika Pelaksanaan Pembiayaan Musy>arakah Di 
BANK Pembiyaan Rakyat Syariah Sukowati Cabang Karanganyar”(Skripsi  IAIN Surakarta 
2017). 
 
26 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Imu-ilmu Sosial 
Humaniora pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228. 
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3) Sumber Data 
Sumber data pada penelitian literatur adalah sumber data sekunder  terdiri 
dari: 
a. Sumber data primer adalah data-data yang terkait yang berkaitan 
dengan objek penelitian yang  meliputi dari pengelola BMT Tumang 
Cabang Solo yaitu Manager BMT Tumang Cabang Solo, Marketing 
Finance, Administrasi Umum serta beberapa data yang ada di BMT 
Tumang Cabang Solo dan nasabah yang bermasalah. 
b. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari kepustakaan, yang 
berupa buku-buku, literatur, jurnal dan informasi-informasi lain yang 
berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah (BMT). 
4) Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan sebagai berikut: 
a. Metode Interview atau Wawancara 
Teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab lisan 
antara dua orang atau lebih secara langsung. Jenis wawancara yang 
digunakan adalah wawancara tak terstruktur yaitu peneliti mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat 
susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara 
jenis ini dipilih karena memungkinkan wawancara berlangsung luwes, 
arahnya lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih 
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kaya, pembicaraan tidak terlampau terpaku pada yang menjenuhkan 
kedua belah pihak.27 
b. Metode Dokumentasi 
  Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 
variabel berupa catatan, transkip, buku-buku, majalah artikel, Fatwa MUI, 
Undang-undang.28 Dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian di BMT 
Tumang Cabang Solo. 
5) Metode Analisis Data 
Metodea analisis data dalam skripsi ini adalah kualitatif deduktif 
yakni analisis data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum 
untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan kata lain 
penulis menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan 
persoalan yang dibahas.  
Proses analisa diawali dengan membaca kembali keseluruhan data 
yang di peroleh baik melalui wawancara dan pengamatan maupun dari 
dokumen, gambar, foto, dan lain sebagainya.29 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab secara 
garis besar terdiri dari : 
                                                          
27  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian kualitatif, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2008), hlm. 134     
 
28 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Imu-ilmu Sosial 
Humaniora pada Umumnya..., hlm. 234. 
 
29 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian kualitatif..., hlm. 143     
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Bab pertama, merupakan  bagian pendahuluan, yang memberikan 
gambaran secara umum mengenai judul skripsi dengan menguraikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yang akan sangat 
mendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi: Tinjauan umum 
musy>arakah yang meliputi gambaran umum musy>arakah, dasar hukum, syarat 
dan rukun musy>arakah, nisbah keuntungan, asas-asas perjanjian, pembiyaan 
bermasalah. Dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. 
Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum obyek penelitian BMT 
Tumang yang terdiri dari diskripsi sejarah berdirinya BMT Tumang, visi dan 
misi, identitas lembaga, struktur organisasi BMT Tumang, tugas dan fungsi 
struktur organisasi BMT Tumang, produk-produk BMT Tumang terkusus 
pembiayaan musayarakah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah dalam akad 
musy>arakah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad 
musy>arakah. 
Bab keempat, berisi tentang analisi strategi penanganan pembiayaan 
bermaslah dalam akad musy>arakah di BMT Tumang Cabang Solo Menurut 
Fatwa DSN-MUI . 
Bab Kelima, merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi tentang 
kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait.  
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BAB II 
TINJAUAN AKAD MUSY>ARAKAH  DAN STRATEGI PENANGANAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
 
A. Pengertian Akad 
Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jamak 
dikatan ‘aqadah al-habla maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu 
mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hiss (indra) 
kepada ikatan yang tidak nampak antara dua ucapan  dari kedua belah pihak yang 
sedang berdialog.1 
Menurut istilah Fuqohah ialah perikatan antara ijab dan kobul secara yang 
di syariatkan agama nampak, bekasnya pada yang di aqadkan itu.2 Dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ) aqad adalah kesepakatan antara ke 
dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu. Para ahli hukum islam (Jumhur Ulama ) memberikan definisi 
aqad adalah pertalian antara ijab dan qobul yang di benarkan oleh Syara’ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.3 
 
                                                          
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalah Sistem Trnasaksi Dalam Fiqh Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2014), hlm.15. 
 
          2 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shididdieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: 
Pustaka Riski Putra, 2009), hlm. 12. 
 
          3 Gemala Dewi,Dkk Hukum Perikatan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 51-52.
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B. Rukun dan Syarat Aqad 
Dalam melaksanakan suatu perikatan islam harus memenuhi rukun dan 
syarat yang sesuai dengan hukum islam. Pendapat ulama mengenai rukun dan 
syarat dalam islam beraneka ragam.4 Namun, sebagian besar ulama 
berpendapat bahwa rukun dan syarat perikatan islam adalah sebagai berikut: 
a. Al- ‘Aq>idain ( Subjek Perikatan ) 
Al-‘Aq>idain adalah para pihak yang melakukan aqad sebagai suatu 
perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada bentuk al-
aqidain yaitu manusia dan badan hukum.5 Dalam ketentuan islam, 
manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan Mukallaf. 
Diterangkan dalam Enslikopedi Hukum Islam bahwa orang Mukallaf 
adalah  
“Orang yang telah mampu bertindak hukum, baik yang 
berhubungan dengan perintah Allah SWT. Maupun dengan 
larangannya. Seluruh tindakan mukallaf harus dipertanggung 
jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT. Maka ia 
mendapat imbalan pahala dan kewajibanya terpenuhi, 
sedangkan apa bila ia mengerjakan larangan Allah SWT. Maka 
ia mendapat risiko dosa dan kewajiban belum terpenuhi.”6 
                                                          
4 Gemala dewi, Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm, 
94. 
5 Ibid,.hlm. 94. 
 
6Ibid,.hlm. 95. 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat 
menjadi subjek perikatan menurut Hamzah Ya’cub adalah sebagai 
berikut: 
1) ‘Aq>id, yaitu orang yang harus berakal sehat. 
2) Tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk. 
3) Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan 
4) Baligh, yaitu orang yang telah dewasa, mengerti baik dan buruk.7  
b. Ma’qud ‘Alaih (objek perikatan) 
Objek perikatan dalam islam dikenal dengan istilah Ma’qud 
‘Alaih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Ma’qud ‘Alaih 
adalah sebagai berikut. 
1) Objek perikatan telah ada ketika aqad di langsungkan. 
Objek suatu perikatan disyariatkan telah ada ketika aqad 
dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat 
aqad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi 
ada pengecualian pada aqad tertentu, seperti salam, Istishna’, dan 
musyaqah yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan 
datang. 
 
 
                                                          
7Gemala dewi, Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia,..hlm. 96. 
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2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah 
Objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang 
dihalalkan oleh syari’ah untuk ditransaksikan. 
3) Objek dapat diserahterimakan 
Objek yang tidak dapat diserahterimakan adalah objek yang 
tidak dibenarkan oleh syara’. Seperti burung di udara. Ikan di laut. 
Objek ini harus dapat diserahterimakan secara nyata ( untuk benda 
berwujud ) atau dapat dirasakan manfaatnya ( untuk berupa jasa )8  
4) Tujuan Perikatan  
Tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut 
Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar aqad 
dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai 
berikut: 
a) Tujuan akad tidak  merupakan  kewajiban yang  telah ada atas 
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang di adakan. 
b) Tujuan harus berlangsung  adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad. 
c) Tujuan akad harus dibenarkan syara. 
 
 
                                                          
8 Gemala dewi, Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia.,,,hlm. 99. 
 
23 
 
 
 
5) Shi>ghat al-aqad 
Pada rukun yang keempat ini, shi>ghat al-aqad adalah berupa 
ijab dan qobul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus 
memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar 
memiliki akibat hukum.9   
a) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang tergantung dalam pernyataan 
itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 
b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qobul. 
c) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qobul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak 
terpaksa. 
C. Musy>arakah 
1. Pengertian Musy>arakah 
Secara bahasa kata syirkah berarti percampuran dan persekutuan.10 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam pasal 20 ayat (3), 
syirkah (Musy>arakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 
hal permodalan, keahlian dan kepercayaan untuk mengelola suatu usaha 
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah ysng telah di 
                                                          
9Gemala dewi, Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 
100. 
 
10 Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, Fiqh Muamalat., hlm. 63. 
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sepakati oleh kedua belah pihak.11Menurut Ulama Hanafiah, syirkah secara 
istilah adalah pengabunggan harta untuk dijadikan modal usaha dan 
hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.12 
Al-Musy>arakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan 
kerugianya ditanggung sesuai kontribusi modal yang diberikan.13 
2. Dasar Hukum 
Akad Syirkah diperbolekan oleh menurut ulama Fikih, berdasarkan 
Al-Qur’an dan hadist. 
a. Al-Qur’an 
QS. Shaad (38): 24 
                  
                  
                    
              
                                                          
      11 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musy>arakah..., hlm.  19. 
 
 12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani   
Press, 2001), hlm. 90. 
 
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek.,,, hlm. 90 
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Artinya:”Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur 
sujud dan bertaubat.”14 
 
QS. An Nissa’ (4): 12 
 …       … 
“…Maka mereka berserikat pada sepertiga…”15 
 
b. Hadist Rosul 
Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipratikkan selama 
masa Rosulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam 
menjalankan metode ini. Rosulullah tidak melarang bahkan menyatakan 
persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. 
Imam Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi 
SAW bersaba yang artinya: 
 
“AKU adalah pihak ketiga(Yang Maha Melindungi) dari dua 
orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara 
mereka tidak berkhianat pada perseronya. Apabila ada diantara 
                                                          
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 358.  
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 
77. 
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mereka berkhianat, maka AKU akan keluar dari mereka (tidak 
melindungi).16 
 
Hadist diatas mengandung pengertian bahwa Allah akan 
menolong kemajuan Musya>rakat tersebut selama pihak-pihak yang 
terlibat didalamnya mereka bersikap amanah, jujur, dan ikhlas. Akan 
tetapi manakala timbul penghianatan diantara mereka maka Allah 
mencabut kemajuan perserikatan tersebut.17 
3.  Rukun dan Syarat 
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama 
Hanafiyah bahwa rukun syirkah hanya ijab dan kabul (shi>ghat) sebab ijab 
dan kabul menentukan adanya syirkah. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, 
yaitu ijab dan qabul (shi>ghat), dua orang yang melakukan transaksi 
(‘aq>idan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih).18 
a. Ijab dan qabul (shi>ghat), yaitu ucapan yang keluar dari dua pihak yang 
bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. 
                                                          
16 an-Nabhani ,Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-
Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam) diterjemahkan oleh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 
hlm. 154. 
 
17 Pasha  musthafa kamal, fikih islam, (Yogyakarta:UII Press,  2003), hlm 377. 
 
18Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam 
Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 264. 
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b. ‘Aq>idain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah 
kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya 
adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aq>d), yaitu baligh, 
berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. 
c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Objek syirkah bisa berupa 
harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh 
berupa harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak 
dapat dijalankan sebagaimanayang menjadi tujuan syirkah, yaitu 
mendapat keuntungan.19 
Syarat-syarat Syirkah: 
1) Orang yang melakukan syirkah  sudah baligh, berakal sehat dan 
merdeka. 
2)  Pokok maupun modal harus jelas. 
3) Orang yang melakukan syirkah harus mencampurkan kedua hartanya 
(sahamnya) sehingga tidak bisa di bedakan satu dengan lainya.20 
 
 
 
                                                          
19Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam 
Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: maktabah Al-Hanif, 2015), hlm.  265. 
 
 20 Sri Dewi Anggadini, “Analisis Implementasi Syirkah pada koprasi”,  Jurnal Riset 
Akutansi, (Bandung Vol. VI, Nomor 1, April 2014), hlm. 100. 
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     4. Macam-macam Syirkah 
 Ada dua jenis Syirkah atau Syarikah yaitu syaritul amla>k (yang 
bershifat non-contractual) dan syirkatul ‘Uqu>d (yang bershifat 
kontraktual). 
a. Syirkah amla>k (perserikatan dalam kepemilikan) 
  Syirkah amla>k adalah syirkah yang terjadi buakn karena akad, 
tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijba>ri>). Oleh 
karena itu, Syirkah amla>k dibedakan menjadi dua: Syirkah amla>k 
ikhtia>ri> dan Syirkah amla>k ijba>ri>.21 
1) Syirkah amla>k-ikhtia>ri>   
Syirkah ikhtia>ri antara lain terjadi dalam hal akad hibah dan 
wasiat dan pembelian. Contohnya ada seseorang menghibahkan/ 
memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa sekolah 
mengah yang kehabisan ongkos; maka uang tersebut menjadi 
milik dua siswa tersebut secara bersama (kepemilikkan uang 
secara syirkah) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syirkah 
amla>k, kepemikikan bersama merupakan dampak dari hibah, 
wasiat, atau yang lainnya yang didalamnya tidak terkandung akad 
wakalah.22 
                                                          
21 Hasanudin maulana dan Mubarak jaih, Perkembangan Akad..,hlm, 22 
22 Ibid,.. hlm, 23. 
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2) Syirkah amla>k ijba>ri> 
Syirkah amla>k ijba>ri> yaitu perserikatan yang muncul secara   
paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik 
bagi mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka, 
seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah 
wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka 
yang memiliki hak warisan.23 
Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan syirkah amlak 
disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bershifat sendiri- 
sendiri secara hukum. Artinya seorang tidak berhak untuk 
menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari pihak 
yang bersangkutan.24 
b.  Syirkah ‘Uqu>d 
 Syirkah ‘uqu>d atau kerja sama secara kontraktual luas 
digunakan dalam dunia uasaha, karena kerja sama semacam ini 
dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk 
mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam 
keuntungan maupun berbagi dalam menangung risiko. Keuntungan 
dalam syirkah ‘uqu>d dibagi dalam porsi yang disepakati didepan, 
                                                          
23Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqih Muamalah...,hlm.131. 
 
 24 Ibid,,.,hlm.131. 
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sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan 
proporsi modal yang disetor masing-masing pihak.25 
Kerja sama syirkah dapat dilakukan secara verbal, tetapi 
dilanjutkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi 
perselisihan dan persengketaan bisnis.  
syirkah ‘uqu>d  merujuk  kepada dua orang atau lebih 
melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan 
hasilnya berupa keuntungan. syirkah ‘uqu>d  terbagi kepada beberapa 
bentuk:26 
1) Syirkah al-‘ina>n 
Syirkah al-‘ina>n adalah perjanjian kontrak antara dua pihak 
atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka 
memberi kontribusi satu dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. 
Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi 
keuntungan atau kerugian tetapi pemerataan tidak diisyaratkan 
dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. para fuqaha 
menganggap hal ini diperbolehkan.27 
Tentang  keuntungan, Ibn Qudamah berkata “Preferensi 
dalam profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan dengan 
                                                          
25 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm, 143. 
  
26Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm, 144. 
 
27 Khosyi’ah siah, Fiqh muamalah ...,hlm, 205 
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pertimbanagan bahwa masing-masing mitra memiliki 
penegetahuan lebih baik dalam menejemen maupun enterpreneur 
ataupun segi tenaga apabila dibandingkan dengan yang lainnya. 
oleh sebab itu, pihak tersebut layak menerima keuntungan eksta 
dari kelebihannya itu. Sementara mazhab Maliki dan Syafi’iyah 
menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian sesuai 
dengan porsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam 
pengkongsian ini akan kembali menjadi modal.28  
2)  Syirkah al-mufa>wadhah 
Syirkah al-mufa>wadhah adalah persekutuan antara dua 
orang atau lebih dalam modal dan keuntugannya dengan syarat 
besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak 
melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama 
dengan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota 
lainnya.29 
Kelompok Malikiyah dan Zaidiyah melegitiminasi bentuk 
syirkah ini sekalipun tidak sedikit pula fuqaha yang 
membatasinya. Menurut mereka unsur terpenting dalam bertindak 
hukum terhadap harta perserikatan adalah masing-masing pihak 
                                                          
28Khosyi’ah siah, Fiqh muamalah ...,hlm hlm. 206. 
 
 29 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam….., hlm. 118-119. 
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hanya boleh melakukan suatu transaksi apabila mendapatkn 
persetujuan dari pihak lain. apabila salah seorang melakukan 
tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, transaksi tersebut 
tidak sah.30 
Para pihak lain, ulama Malikiyah tidak membolehkan 
bentuk perserikatan al- al-mufa>wadhah seperti yang dipahami oleh 
ulama hanafiyah dan Zaidiyah karena menurut mereka, 
perserikatan tersebut baru dianggap sah apabila para pihak yang 
berserikatdapat bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin 
dari mitra serikatny. Adapun ulama Hanabilah dan Syafi’iyah 
berpendapat bahwa bentuk syirkah al-mufa>wadhah seperti yang 
ditawarkan Hafiyah dan Zaidiyah tidak boleh karena sulit untuk 
menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam 
perserikatan, disamping tidak didukung oleh dalil shahih yang 
rehabilitasnya tinggi.31 
3)  Syirkah Al-‘Amal 
Syirkah al-‘amal yaitu kontrak kerja sama dua orang yang 
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi 
keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua oarang 
arsitek untuk menyiapkan sebuah proyek, atau kerja sam dua 
                                                          
 30 Khosyi’ah siah, Fiqh muamalah ...,hlm, 206 
31 Ibid ...,hlm, 207. 
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orang penjahit untuk menerima order pembuatan pakaian seragam 
untuk sebuah kantor. Al-musya>rakah ini disebut juga musy>arakah 
‘abda>n/atau sama’i.32 
Tentang hukumnya, Ulama malikiyah, hanafiah, hanabilah 
zaidiyah membolehkan syirkah ‘abda>n ini. Karena tujuan syirkah 
ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.33 
4) Syirkah Wuju>h 
Syirkah Wuju>h adalah kerja sama antara dua syarik atau 
lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak 
menyertakan harta ( seperti dalam syirkah amwal) dan 
ketrampilan ( seperti syirkah ‘abda>n) sebagai modal usaha.34 Oleh 
kare itu, Syirkah Wuju>h dilakukan atas dasar watsiqah al tujar 
(nama besar atau nama baik/kredibilitas bisnis) atau sah 
(kredibilitas bisnis/kepercayaan pembisnis lain kepada yang 
bersangkutan) yang dijadikan dasar terjadinya syirkah Syirkah 
Wuju>h; sedangakan keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan, 
                                                          
 32 Mardani, Hukum Bisnis....,hlm, 144. 
 
 33 Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqih Muamalah...,hlm.134. 
 
 34 Hasanudin maulana dan Mubarak jaih, Perkembangan Akad..,hlm, 43. 
 
34 
 
 
 
sementara pihak yang menyertakan rehabilitas usaha tidak 
dibebani kerugian. 35 
Sayid Sabiq memberikan defini Syirkah Wuju>h yaitu 
dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, 
melainkan semata berpegangan kepadanama baik dan 
kepercayaan para pedagang kepada mereka. Syirkah ini 
disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan 
modal.36   
6.   Berakhirnya Syirkah 
Meskipun pakar hukum diantaranya R. Setiawan menegaskan 
bahwa perikatan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian, akan tetapi 
yang dibahas dalam penelitian ini adalah Syirkah sebagai perikatan, yaitu 
perjanjian para syarik untuk melakukan syirkah dan disepakati bersama 
sehingga mengikat para syarik yang bersyirkah. 
Karena syirkah termasuk perikatan, maka berakhirnya syirkah 
dapat terjadi karena: 
a. Berakhirnya jangka waktuyang disepakati dalam akad 
b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian 
syirkah. 
                                                          
35 Hasanudin maulana dan Mubarak jaih, Perkembangan Akad..,hlm.  44. 
 
 36 Mardani, Hukum Bisnis....,hlm, 145. 
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c. Salah satu pihak meninggal dunia. 
d. Di antara pihak menyatakan menghentikan syirkah karena syarik lain 
dinilai lalai melakukan prestasi. 
e. Karena keputusan hakim. 
f. Tujuan perjanjian telah tercapai 
g. persetujuan para pihak.37 
Dalam hal ini penting untuk diketahui penjelasan pakar hukum 
Islam antara lain Fatchurrahman Djamil yang menyatakan bahwa 
berakhirnya akad/intiha’ al-‘aqd karena tiga hal: 
a. Berakhirnya masa berlaku akad. 
b. Dibatalnya akad oleh pihak-pihak yang berakad. 
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.38 
1. Pengertian Strategi  
Strategi berasal dari bahasa yunani kuno yang berarti “seni berperang”. 
Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang 
akan dituju. Jadi, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. 
Kata strategi berasal dari bahasa yunani yaitu stratagos, yang berarti 
memimpin. Dalam konteks awalnya strategi diartikan sebagai generalship atau 
                                                          
 37 Hasanudin maulana dan Mubarak jaih, Perkembangan Akad..,hlm, 201-202. 
 
 38Ibid,.. hlm. 203. 
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sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk 
menaklukan musuh dan memenangkan peperangan.39 
Strategi adalah Penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perushaan, di 
terapkan aksi dan alokasi sumber daya yang di butuhkan untuk mecapai tujuan 
yang telah tetapkan. 
Stratagi adalah Pola sasaran, tujuan dan kebijakan/ rencana umum untuk 
meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakn dengan mendefinisikan apa 
bisnis yang di jalankan oleh perushan.40 
Dalam kamus manajemen, yang dimaksud dengan strtegi adalah Rencana 
yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling 
berhubungan dalam hal waktu dan ukuran.41 
Adapun pengertian lain tentang strategi adalah prioritas atau arah 
keseluruhan yang luas dan diambil oleh organisasi, dan adalah pilihan-pilihan 
tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.42 
Jadi strategi adalah tujuan atau sasaran yang dicapai sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan dalam janka tertentu. 
 
                                                          
39 Setiawan Hari Purnomo dan  Zulkiflimansyah, Manajemen Strtegi Sebah  Konsep 
Pengantar, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1999), hlm. 20 
 
40Ibid.,,,hlm.20 
 
41 B.N. Mabun, Kamus Majemen,(Jakarta: Pustaka Harapan, 2003), cetakan .1, hlm. 30  
 
42 Faisal Basri, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, (Jakarta : Yayasan Obor  
Indonesia, 2005), Cet. 1, hlm. 3 
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2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan 
oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang 
tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga 
hal-hal tersebut memberikan dampak negatif  bagi kedua belah pihak (debitur dan 
kreditur). 
1.   Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah43 
a. Faktor Internal  
1) Kelemahan Bank dalam analisis pembiayaan  
a) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas 
data 
b) Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data 
rendah 
c) Analisis tidak cermat 
d) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan 
2)  Kelemahan Bank dalam dokumen pembiayaan  
a) Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan 
baik 
                                                          
43 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta : PT. Bumi 
Aksara, 2013). hlm 102.  
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b) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan 
3) Kelemahan Bank dalam supervisi Pembiayaan44 
a) Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah 
secara kontinyu dan teratur 
b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan 
penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
c) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu 
d) Jumlah nasabah terlalu banyak 
e) Nasabah terpencar 
f) Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan 
4) Kecerobohan petugas Bank 
a) Bank terlalu bernafsu memperoleh laba 
b) Bank terlalu kompromi 
c) Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat 
d) Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah 
e) Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis 
f) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu 
g) Bank latah dalam persaingan 
                                                          
44 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013). hlm 104. 
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h) Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya 
menurun 
i) Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah 
j) Tidak diasuransikan 
5) kelemahan bidang agunan 
a) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik 
b) Terlalu collateral oriented 
c) Nilai agunan tidak sesuai 
d) Pengikatan agunan lemah 
6) Kelemahan kebijakan pembiayaan45 
a) Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat 
waktu 
b) Prosedur terlalu longgar ada prosedur baku/standar 
c) Tak ada funish dan Reward bagi petugas 
d) Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas 
7) Kelemahan sumber daya manusia 
a) Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian 
pembiayaan 
b) Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas 
                                                          
45 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013). Hlm 108. 
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c) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan 
penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan 
d) Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensial 
8)  Kelemahan teknologi 
a) Bank tidak mampu secara teknis 
b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan 
teknis 
9)  Kecurangan petugas bank 
a) Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi 
b) Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan 
prosedur pembiayaan rendah  
b. Faktor eksternal/ Nasabah46 
1) Kelemahan Karakter nasabah 
a) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik 
b) Nasabah menghilang 
2) Kecerobohan nasabah 
a) Penyimpangan penggunaan pembiayaan 
b) Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak professional 
3) Kelemahan kemampuan nasabah47 
                                                          
46 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013). Hlm 110. 
47 Ibid, hlm. 111. 
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a) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya 
kelancaran usaha 
b) Kemampuan manajemen yang kurang 
c) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman 
d) Kemampuan pemasaran yang tidak memadai 
e) Pengetahuan terbatas atau kurang memada 
f) Pengalaman terbatas atau kurang memadai 
g) Informasi terbatas atau kurang memadai 
4) Musibah yang dialami nasabah 
a) Musibah penipuan 
b) Musibah kecelakaan 
c) Musibah tindak pidana 
d) Musibah rumah tangga 
e) Musibah penyakit 
f) Musibah kematian 
5) Kelemahan Manajemen Nasabah48  
a) Pemogokan buruh 
b) Sengketa antarpengurus 
c) Tingkat efisiensi rendah 
d) Pelayanan kurang kompetitif 
                                                          
48 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013). Hlm 112. 
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e) Terjadi over supply 
f) Persaingan sangat tajam 
g) Distribusi kurang efektif 
h) Produksi kurang promosi 
i) Produk tidak tepat waktu 
c. Faktor Eksternal  
1) Situasi ekonomi yang negatif 
a) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative 
b) Perubahan kurs mata uang; 
2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan 
a) Penggantian pejabat tertentu 
b) Situasi alam merugikan 
c) Faktor alam yang berakibat negative 
d) Habisnya sumber daya alam49 
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah50 
 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran 
pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, 
                                                          
49 Trisadini P .Ustanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013). Hlm 113. 
 
50 Budi Urentung, Kredit perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hlm. 
125. 
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pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta 
pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.51 
a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya 
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa 
tenggang grace period dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak 
kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya 
kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki 
kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. 
b. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh 
syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, 
jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau 
seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak 
termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh 
kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 
cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan 
diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat 
dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.  
c. Restructuring (Penataan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang 
menyangkut :  
 
                                                          
51 Budi Urentung, Kredit perbankan di Indonesia,,, hlm. 126. 
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1) Penambahan dana Bank  
2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, 
dan atau  
3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau 
mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.  
d.  Liquidation (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan 
dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap 
kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi 
dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak 
memiliki prospek untuk dikembangkan. 52 
 
                                                          
52 Budi Urentung, Kredit perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hlm. 
125. 
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BAB III 
STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM 
AKAD MUSY>ARAKAH  DI KSPPS BMT TUMANG CABANG SOLO  
 
A. Gambaran Umum  BMT Tumang 
1. Sejarah BMT Tumang 
Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada 
masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berangkat dari keprihatinan akan 
nasib masyarakat desa yang justru merupakan jumlah mayoritas penduduk di 
Indonesia, khususnya di daerah Boyolali. Juga, apabila melihat perputaran uang 
yang sebagian besar ada di kota serta sulitnya pengusaha mikro dan kecil di 
pedesaan dalam mengakses permodalan dari perbankan. 
Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan 
lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan masyarakat. 
Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi kajian 
tersendiri di kalangan umat Islam. Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan oleh 
masyarakat Desa Tumang. Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan 
ekonominya berkutat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah 
bank plecit.1 
                                                          
1 BMT Tumang, http://www.bmttumang.com// pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 22.00 WIB.  
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Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak 
Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa 
Tumang. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 
1998, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal 
awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada 
tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari 
departemen koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian 
lebih dikenal dengan nama KSU “BMT Tumang”. Dalam rentang waktu satu 
dasawarsa melayani umat, BMT Tumang telah berkembang dengan sangat cepat, 
hingga akhir Desember 2017 total aset BMT Tumang mencapai 166 Miliyar 
dengan total pembiayaan sebesar 111,4 Miliyar dan simpanan sebesar 146,2 
Miliyar.  
Dengan slogan; “membangun kemandirian menuju kesejahteraan” BMT 
Tumang ingin terus mengembangkan jaringan dan menebar manfaat bagi 
masyarakat sekitar.Bukan hanya bergerak pada bisnis keuangan syariah, KSPPS 
BMT Tumang juga hadir sebagai penggerak ekonomi ummat lewat Baitul 
Maalnya. Tercatat jumlah aset Baitul Maal BMT Tumang pada akhir Desember 
2017 mencapai 1,03 Miliyar. Dengan jumlah dana tabaru’ yang ditunaikan 
mencapai Rp 258,844,473,00, dan total penggunaan dana sosial dan 
pemberdayaan sebesar Rp 640,412,800. Dengan pergerakan lembaga keuangan 
dan lembaga sosial dakwahnya, KSPPS BMT Tumang hadir sebagai motor 
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penggerak perekonomian dengan memberantas riba dan mencabut kemiskinan 
sampai ke akar-akarnya.2 
2. Visi dan Misi  
a. Visi 
Menjadikan Lembaga Keuangan Syariah yang Mandir, Modern dan 
Sejahtera. Makna visi : Visi tersebut menggambarkan suatu semangat 
untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, 
dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, 
tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. 
b. Misi 
1) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 
amanah, dan sejahtera Penjelasan : BMT TUMANG berupaya 
mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mandiri, secara 
terus menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan 
yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan 
bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, 
daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga 
keuangan terkemuka. Dalam melaksanakan jasa layanan lebih 
mengutamakan norma-norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan 
sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai 
                                                          
2 BMT Tumang, http://www.bmttumang.com// pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 22.00 WIB. 
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tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta 
masyarakat luas. 
2) Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya saing 
tinggi Penjelasan : Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT 
berupaya mengembangkan SDM yang profesional, kompeten, 
memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi 
tantangan masa kini dan masa depan. 
3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
operasional BMT Penjelasan: Untuk mendukung layanan keuangan 
syariah yang modern, BMT berupaya meningkatkan sarana dan 
prasarana yang memadai dengan didukung oleh ketersediaan 
infrastruktur teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan 
zaman . 
3. Ketentuan Umum 
Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah BMT TUMANG 
Tanggal Pendirian : 30 September 1998 oleh Kakandep Koperasi 
Kab. Boyolali 
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Alamat Kantor Pusat : Jl. Boyolali-Semarang Km. 01, Penggung, 
Boyolali 57362 Telp. (0276) 323034 Faks. 
(0276)  323 336 
 Alamat Kantor Cabang  : 
1) Kantor Cabang Tumang 
2) Kantor Pusat dan Cabang Cepogo 
3) Kantor Cabang Boyolali 
4) Kantor Cabang Ampel 
5) Kantor Cabang Andong 
6) Kantor Cabang Kartasura 
7) Kantor Cabang Salatiga 
8) Kantor Cabang Delanggu 
9) Kantor Cabang Selo 
10) Kantor Cabang Simo 
11) Cabang Suruh Jl. Raya Suruh-Salatiga, Kab. Semarang (Timur 
Pasar Suruh) Tlp (0298) 317434 
12) Cabang Solo Jl. Brigjend Sudiarto 5/2, Joyosuran, Pasar Kliwon, 
Surakarta Telp (0271) 642257 
13) Cabang Grabag Jl.KH Siraj, Desa Krajan I, Grabag, Magelang 
14) Cabang Karangpandan Jl Lawun No 85, Kangpandan, 
Karanganyar 
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15) Cabang Jatinom Jl. Raya Pasar Gabus, Jatinom, Klaten 
16) Cabang Musuk Jl. Raya Boyolali-Drajitan Km. 5 Tampir Barat 
Musuk. Boyolali. Telp (0276) 3280340 
17) Cabang Sragen Jl. Sukowati No. 323 Kauman, Sragen. Telp (0271) 
8961279 
18) Cabang Wedi Jl. Ahmad Yani No. 18 Pandes, Wedi, Klaten. Telp 
(0272) 3391140 
19) Cabang Sukoharjo. Jl. Slamet Riyadi, No. 47, Joho, Sukoharjo. 
(Samping Masjid Agung Baiturrahim) 
4. Identitas Lembaga  
Nama Lembaga  : KSPPS BMT TUMANG 
Tanggal Berdiri  : 1 Oktober 1998 
No. Badan Hukum  : 242/BH/KDK.II.25/IV/1999 
NPWP    : 02.014.0381.4-527.000 
Waktu Operasional  : Jam Buka Kas 
      Senin-Jumat Pukul 08.00-16.00 
Wilayah Kerja   : Jawa Tengah 
Perubahan Anggaran Dasar : 02/PAD/XIV/I/2001 (Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah) (KJKS) BMT TUMANG Tingkat 
Provinsi Jawa Tengah 
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Perubahan Anggaran Dasar :155/Lap PAD/VIII/2016 (Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah) (KSPPS) BMT 
TUMANG Tingkat Nasional. 
Susunan pelaksanaan harian BMT Solo terdiri dari: 
Manager  Rani Endah Wahyuningsih S. Kom 
Marketing Finance Arif Budi Sutanto S. Pdi 
Agung Nur Cahyo S. Pdi 
Marketing Funding Lina Latifah S. Akun 
Novi Karnila S. Akun 
Teller  Budianingrum Qur’ani S. E 
Back Office Siti Badriatun S. Sy 
Security  Muntasyir 
  
5. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BMT: 
a. Badan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan penerapan 
konsep syari’ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam 
bidang syari’ah adapun tugas ini dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syari’ah. 
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b. Badan Pendiri BMT yaitu ketua Baitul Tamwil yang mendampingi dan 
mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan operasional baitutamwil. 
c. Badan Pengelola dilakukan oleh Manajer BMT yang telah dipilih oleh 
Badan Pendiri yang berwenang memimpin jalannya BMT sehingga sesuai 
dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang 
telah digariskan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. 
6. Produk-produk BMT Tumang 
Produk BMT Tumang meliputi beberapa macam yaitu:3 
a.  Simpanan  
1) Simpanan Mudharabah Al Mutlaqoh (Simpanan suka rela)   
Simpanan Mudharabah Al Mutholaqoh adalah Simpanan 
berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al-muthlaqah, dimana 
mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan 
secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain 
secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara 
anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di 
awal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. 
2) Simpanan Mudha>rabah Berjangka (Deposit) 
                                                          
3  BMT Tumang, http://www.bmttumang.com// pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.  
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Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) adalah Simpanan 
berdasarkan kaidah syari’ah mudha>rabah al-muthla>qah, dimana 
mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan 
secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain 
secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara 
anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di 
awal. 
3) Simpanan Mudha>rabah Masa Depan 
 Simudamapan adalah Produk Simpanan di BMT TUMANG 
dengan prinsip akad mudha>rabah mutla>qah, yaitu perjanjian 
mudha>rabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi 
tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus untuk 
kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. 
b. Pembiayaan 
1) pembiayaan Investasi 
Transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2 jenis 
transaksi, yakni Mudha>rabah dan Musya>rakah. 
a) Mudha>rabah : adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara 
pihak pemilik dana (sahi>bul maa>l) sebagai pihak yang 
menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola 
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modal (mudha>rib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan 
akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka 
dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan 
ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya 
kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudha>rib), 
seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana. 
Akad kerjasama Mudha>rabah ini dibedakan dalam 2 jenis, yakni : 
Mudha>rabah Muthla>qah, akad ini adalah perjanjian mudha>rabah 
yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak 
terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan 
kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan 
lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada 
pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. 
Mudhar>abah Muqa>yyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh 
sipengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara 
usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). 
b) Musya>rakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara 
beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu 
usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut 
serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan 
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dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan 
kesepakatan bersama. Musya>rakah dapat diartikan pula sebagai 
pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. 
2) Pembiayaan Jual Beli 
Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam 
Islam, antara lain adalah : 
a. Muraba>hah  
Adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) 
dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua 
belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual 
harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara 
pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara 
lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan 
pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai’ Bitsaman 
Ajil. 
b. Salam  
Adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan 
cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu 
atas barang yang dipesan/ diinginkan dan melakukan pembayaran 
dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran 
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sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus 
diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang 
dipesan/ diinginkan diterima kemudian. (Penghantaran barang/ 
delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan). 
c. Istisna 
Adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu 
pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu 
barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) 
yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku 
barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini 
menjadi akad Ujrah (Upah) 
3) Pembiayaan sewa  
Selain pembiayaan investasi dan jual-beli, dari KJKS BMT 
Tumang juga menyediakan produk Pembiayaan Jasa atau Sewa yang 
terdiri dari Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Muntahiyah Bittamlik. 
Adapun penjelasan dari kedua produk tersebut yaitu, Ijarah adalah 
pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai 
ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas 
manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ija>rah wa> Iqti>na) atau 
disebut juga Ijarah Muntahiya bi> tamlik adalah sewa yang diakhiri 
dengan pemindahan kepemilikan. 
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4) Pembiayaan qardh 
Pinjaman Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain 
tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh 
dikatagorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan 
bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-
jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas 
yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu penyediaan pinjaman dana 
kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya.  
Secara Syari’ah peminjam hanya berkewajiban membayar 
kembali pokok pinjamannya, walaupun syari’ah membolehkan 
peminjam untuk untuk memberikan imbalan sesuai dengan 
keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qardh tidak 
diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.  
B. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Musy>arakah Di KSPPS BMT Tumang 
Cabang Solo 
1. Pengertian pembiayaan musy>arakah Di KSPPS BMT Tumang  
Pembiayaan Musy>arakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad 
kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan 
modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak 
untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan 
dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan 
58 
 
 
bersama. Musy>arakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk 
tujuan pembagian keuntungan4.  
a. Rukun dari musy>arakah adalah :  
1) Pihak yang berakad (para mitra);  
2) Obyek yang diakadkan,  
b. obyek yang diakadkan meliputi,  
1)  Modal; 
2)  Kegiatan usaha / kerja;  
3)  Keuntungan. 
2. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Musy>arakah Di KSPPS BMT Tumang 
Cabang Solo 
Syarat Pengajuan Pembiayaan Berikut ini adalah syarat pengajuan 
pembiayaan bagi hampir semua produk yang ada di BMT TUMANG  
a. Menjadi anggota KJKS BMT TUMANG 
b. Mempunyai usaha produktif  
c. Mengisi formulir permohonan yang dilampiri: 
1) Fotocopy KTP suamiistri dan kartu keluarga; 
2) Fotocopy anggunan;  
3) Rekening pembayaran listrik  
d. Bersedia disurvei  
                                                          
4 “Simpanan Musy>arakah” BMT Tumang (Brosur). 
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e. Mempunyai Anggunan / Jaminan (Sertifikat / BPKB). 5 
C. Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Musy>arakah di BMT Tumang Cabang 
Solo 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan 
oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang 
tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga 
hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan 
kreditur). 
1. Data pembiayaan musy>arakah yang bermasalah 
Dari tahun 2017 sampai 2019 yang melakukan pembiayaan 
musy>arakah ada 16 nasabah di BMT Tumang Cabang Solo dari 16 nasabah 
tersebut yang bemasalah ada 4 manasabah sebagai berikut : 
1) Nama : Ahmad Sobirin  
Pembiayaan: Hari rabo tanggal 18 januari 2017  
Macet : mulai di bulan mei 
                                                          
5  Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2019, jam 10.00 – 
10.30 WIB. 
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Disebabkan: usaha pailit di karenakan kurang fokus pada pengembangan 
produknya menyebabkan kalah saing dan ada rasa takut berlebih untuk 
mengembangkan usahanya. 
Solusi: Non litigasi dengan cara Parate esekusi yitu pelaksanaan prestasi 
yang di lakukan BMT, dilakukan dengan cara mengambil alih 
anggunan/jamninan dan menjual anggunan. 
2) Nama : Adi Prianto 
Pembiayaan : hari senin tanggal  21 Agustus 2017 
Macet : mualai di bulan februari 2018 
Disebabkan: nasabah sakit parah dan meninggal dunia di bulan maret 
Solusi: Jaminan di kembalikan ke ahli waris.  
3) Nama : Anang Septian 
Pembiayaan : hari tanggal 8 januari 2018 
Macet : mulai di bulan september 2018 
Disebabkan: usaha pailit di karenakan kurang bisa memenejemen 
keuangan, mencampurkan uang usaha dan uang kebutuhan keluarga. 
Solusi : Non litigasi dengan cara Parate esekusi yitu pelaksanaan prestasi 
yang di lakukan BMT, dilakukan dengan cara mengambil alih 
anggunan/jaminan dan melelang anggunan/jaminan. 
4) Nama : Irfan Sapriadi  
Pembiayan: hari senin 7 oktober 2018  
Macet : mulai di bulan februari 2019 
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Disebabkan : musibah kecelakan 
Solusi : Revatilasasi (mengaktifkan kembali) dengan cara tambahan dana6 
Dari sekian nasabah yang melakuan pembiayaan bermasalah di 
sebabkan faktor  nasabah itu sendiri dan kurang nya pengawasan berkala oleh 
pihak Bmt Tumang Cabang Solo. 
2. Faktor-faktor Mempengaruhi Pembiyaan Bermasalah dalam Akad 
Musy>arakah di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo7 
1) Faktor internal KSPPS BMT Tumang Cabang Solo 
a. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan  
a) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas 
data 
b) Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data 
rendah 
c) Analisis tidak cermat 
d) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan 
b. Kelemahan BMT dalam supervisi Pembiayaan 
a) Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah 
secara kontinyu dan teratur 
                                                          
6 Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2019, jam 
10.00 – 10.30 WIB 
  
7 Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2019, jam 
10.00 – 10.30 WIB 
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b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan 
penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
c) Kurangnya tindakan perbaikan secara dini dan tepat waktu 
d) Nasabah terpencar  
c. Kecerobohan petugas BMT8 
a) Petugas BMT terlalu bernafsu memperoleh laba 
b) Petugas BMT terlalu kompromi 
c) Petugas atau pejabat BMT terlalu menggampangkan masalah 
d) Petugas BMT tidak mampu menyaring risiko bisnis 
e) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu 
d. Kelemahan sumber daya manusia9 
a) Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian 
pembiayaan 
b) Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas 
c) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan 
penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan 
d) Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang 
potensiil 
                                                          
8 Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2019, jam 10.00 – 
10.30 WIB. 
 
 
9 Agung Nur Cahyo, marketing BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 20 Juni 
2019, jam 10.00 – 10.30 WIB. 
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e. Kelemahan teknologi 
Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan 
teknis 
2) Faktor eksternal/ nasabah 
a. Kelemahan Karakter nasabah 
a) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik 
b) Nasabah menghilang 
b. Kecerobohan nasabah 
a) Penyimpangan penggunaan pembiayaan 
b) Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak professional 
c. Kelemahan kemampuan nasabah10 
a) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya 
kelancaran usaha 
b) Kemampuan manajemen yang kurang 
c) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman 
d) Kemampuan pemasaran yang tidak memadai 
e) Pengetahuan terbatas atau kurang memada 
f) Pengalaman terbatas atau kurang memada 
g) Informasi terbatas atau kurang memadai 
d. Musibah yang dialami nasabah 
                                                          
10 Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2019, jam 
10.00 – 10.30 WIB 
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a) Musibah penipuan 
b) Musibah kecelakaan 
c) Musibah tindak pidana 
d) Musibah rumah tangga 
e) Musibah penyakit 
f) Musibah kematian 
e. Kelemahan Manajemen Nasabah11  
a) Pemogokan buruh 
b) Sengketa antarpengurus 
c) Tingkat efisiensi rendah 
d) Pelayanan kurang kompetitif 
e) Terjadi over supply 
f) Persaingan sangat tajam 
g) Distribusi kurang efektif 
h) Produksi kurang promosi 
i) Produk tidak tepat waktu 
                                                          
11Rani, Manager BMT Tumang Cabang Solo, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2019, jam 
10.00 – 10.30 WIB  
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BAB IV 
STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD 
MUSY>ARAKAH  DI KSPPS BMT TUMANG CABANG SOLO MENURUT 
FATWA DSN-MUI  
 
A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad 
Musy>Arakah  Di KSPPS BMT Tumang Cabang Solo   
Baitul Maal Watamwil atau BMT Tumang Cabang Solo, dengan salah 
satu produk yang ditawarkan kepada anggotanya yaitu pembiayaan 
musy>arakah. Musy>arakah di sebut juga syirkah, merupakan aktivitas 
berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak pihak yang 
terkait. Musy>arakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua 
orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan 
proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara 
para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi 
musy>arakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk 
meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan 
memadukan seluruh sumber daya. Adapun dasar Dasar hukum musy>arakah 
sesuai dengan QS. Shaad (38): 24 : 
                  
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                  
                    
              
 
:”Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”1 
 
 Tidak dapat dipungkiri dalam suatu akad pembiayaan musy>arakah 
tidak terlepas dari suatu permasalah atar dua belah pihak tersebut. Dari 
pembahasan di bab sebelumnya penulis memperoleh data pembiayaan 
musy>arakah bermasalah ada 25 % dari nasabah yang melakuakan pembiayan 
musy>arakah. Dari sekian pembiayaan yang bermasalah tidak  100% murni 
kesalahan nasabah, di lihat dari sisi petugas BMT dalam menganalisa nasabah 
terlalu berambisi dan berkompromi untuk mendapatkan keuntungan.     
 Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi  lima golongan, yaitu lancar, 
dalam perhatian khusus, kurang lancar, di ragukan dan macet. Pembiayaaan 
merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 358. 
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diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan 
usaha bank.  
Dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad Musy>arakah di BMT 
Tumang Cabang Solo  mempunyai 5 strategi yaitu: 
1. Tahapan Pertama 
Jika terjadinya pembiayaan yang bermasalah di BMT Tumang 
Cabang Solo akan menguhubungi nasabah yang bersangkutan secara 
berkelanjut. tahapan ini dilakukan apabila sudah tidak menunaikan 
kewajibanya melewati batas waktu 2 bulan. Panggilan pertama 
menggunakan telpon sampai adanya tanggapan dari nasabah, jika nasabah 
masih punya itikad baik untuk menunaikan kewajibanya pada BMT maka 
pihak BMT tidak akan lanjut ke tahapan selanmjutnya, akan tetapi jika 
nasabah tersebut tidak menanggapi panggilan maka BMT menganggap 
nasabah telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak BMT akan 
mendatangi kediaman nasabah sesuai dengan alamat data nasabah. 
2. Tahapan Kedua 
Pemberian surat peringatan, hal ini dilakukan jika dalam kurun waktu 
yang di tetapkan oleh pihak BMT, nasabah masih belum bisa melunasi 
pembayaran maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan. 
Pemberian surat peringatan dilakukan selama 3 kali penyuratan jika pihak 
nasabah sudah tidak komperentif jangka waktu pemberian surat 7 hari. 
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Pemberian surat peringatan menurut peneliti ialah bentuk penegasan dari 
pihak BMT kepada nasabah. Tahapan ini dilakukan sebelum adanya 
tindakan selanjutnya yaitu eksekusi jamminan. 
3. Rescheduling (penjadualan kembali) 
yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap 
beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 
pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), 
termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan 
kredit. 
Pada tahapan ini BMT Tumang Cabang Solo dapat merubah jadwal 
pembayaran ataupun jumlah angsuaran pada nasabah. Tahapan ini 
dilakukan adanya tambahan biaya pokok pembayaran serta harus 
berdasarkan kesepakan bersama  dan dalam tahapan ini BMT Tumang 
Cabang Solo samasekali tidak meminta tambahan apapun kepada nasabah 
sehingga sama sekali tidak membebankan. 
4. Write off (Hapus buku) 
Merupakan tindakan administratif yang di lakukan pihak BMT 
sebagai salah satu cara menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah guna 
meningkatkan kesehatan BMT.  
Mekanisme ini dilakukan bagi nasabah yang sudah dikategorikan 
macet oleh BMT Tumang Cabang Solo berdasarkan analisis nasabah 
tersebut masih memiliki sumber pembayaran walaupun jumlahnya sedikit 
69 
 
 
 
pembayaran. Nasabah sudah dinyatakan terbebas dari Pembiayaan jika 
nasabah tersebut meninggal dunia dan jaminandi kembalikan pada nasabah. 
Sebelum di lakukanya eksekusi surat  peringatan kepada nasabah 
sudah lengkap, yaitu terdiri dari SP 1, SP 2 dan terakhir SP 3, BMT baru 
boleh melakuakan eksekusi jaminan. Jika nantinya dari hasil eksekusi 
jaminan terdapat kelebihan hasil maka nantinya BMT akan mengembalikan 
ke pada nasabah, namun sebaliknya jika hasil eksekusi jaminan kurang 
maka itu tetap di anggap hutang oleh BMT Tumang Cabang Solo. 
5. Eksekusi jaminan 
Pada tahapan ini BMT akan menjual, melelang barang 
anggunan/jaminan atau mencari debitor lain (untuk pembiayaan non kpr). 
Tahapan ini meruapakan tahapan akhir yang dilakaukan oleh BMT karena 
menurut BMT tahapan-tahapan sebelumnyan merupakan hanya sekedar 
penundaan pembayaran. 
Strategi eksekusi jaminan yang dilakuakan BMT bisa di lakukan oleh 
nasabah ataupun nasabah bisa mempercayai BMT melalui pejabat negara 
yang akan melakukan eksekusi, khususnya untuk pelelangan jaminan. 
Eksekusi dilakukan tanpa meminta persetujuan lagi dari nasabah karena 
semuanya diatur pada saat akad, karena dalam akad disebutkan apabila 
nasabah melakuakan wanprestasi BMT berhak melakukan eksekusi 
jaminan, namun untuk ketententuan harga, BMT dan nasabah sudah 
sepakat satu sama lain. Sebelum di lakukanya eksekusi surat  peringatan 
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kepada nasabah sudah lengkap, yaitu terdiri dari SP 1, SP 2 dan terakhir SP 
3, BMT baru boleh melakuakan eksekusi jaminan. Jika nantinya dari hasil 
eksekusi jaminan terdapat kelebihan hasil maka nantinya BMT akan 
mengembalikan ke pada nasabah, namun sebaliknya jika hasil eksekusi 
 
B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam akad 
Musy>arakah di KPPS BMT Tumang Cabang Solo Menurut Fatwa DSN-MUI  
Perkembangan ekonomi islam saat ini telah mengalami kemajuan yang 
cukup pesat, hal ini di sebabkan banyaknya bank syariah yang bermunculan 
dan membuka era baru bagi perkembangan ekonomi islam internasional 
ataupun indonesia. Perkembangan ini juga disebabkan oleh baiknya 
pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada, salah satunya ialah yang 
dilakukan KPPS BMT Tumang Cabang Solo dalam penanangan pembiayaan 
musy>arakah bermasalah agar nantinya kredibilitas BMT tetap terjaga dengan 
baik. 
Dalam analisis strategi penanganannya pembiayaan bermasalah dalam 
akad musy>arakah di KPPS BMT Tumang Cabang Solo menurut fatwa DSN-
MUI ada 5 strategi yang digunakan yaitu: 
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1. Tahapan pertama  
Jika terjadinya pembiayaan yang bermasalah di BMT Tumang 
Cabang Solo akan menguhubungi nasabah yang bersangkutan secara 
berkelanjut. tahapan ini dilakukan apabila sudah tidak menunaikan 
kewajibanya melewati batas waktu 2 bulan. Panggilan pertama 
menggunakan telpon sampai adanya tanggapan dari nasabah, jika nasabah 
masih punya itikad baik untuk menunaikan kewajibanya pada BMT maka 
pihak BMT tidak akan lanjut ke tahapan selanmjutnya, akan tetapi jika 
nasabah tersebut tidakmenanggapi panggilan maka BMT menganggap 
nasabah telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak BMT akan 
mendatangi kediaman nasabah sesuai dengan alamat data nasabah. 
Setelah penjabaran tahapan pertama penyelesain pembiayaan 
bermasalah,berdasarkan penieliti analisis penbeliti tahapan ini penting 
karena merupakann langkah awal BMT dalam mensupprot nasabah dalam 
menyelesaikan kewajibanya pada BMT, Selain itu metode ini juga 
merupakan upaya pendekatan pihak BMT ke nasabah. Meskipun metode 
ini tidak mempunyai ketentuan khusus didalam Fatwa akan tetapi menurut 
peneliti sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah (al sulh) seperti yang 
terkandung dalam Al Qur’an al-Ma'idah 5: 
 ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفْوَأ اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ يَأَاي … 
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"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …"2 
Sesaui dengan ayat di atas ajuran untuk memenuhi kewajibanya, 
menurut analisi penulis, pihak BMT melakukan tahapan ini untuk 
mengingatkan kepada nasabah agar memenuhi akad pembiyaan sampai 
selesai. 
2. Tahap kedua 
Pemberian surat peringatan, hal ini dilakukan jika dalam kurun waktu 
yang di tetapkan oleh pihak BMT, nasabah masih belum bisa melunasi 
pembayaran maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan. 
Pemberian surat peringatan dilakukan selama 3 kali penyuratan jika pihak 
nasabah sudah tidak komperentif jangka waktu pemberian surat 7 hari. 
Pemberian surat peringatan menurut peneliti ialah bentuk penegasan dari 
pihak BMT kepada nasabah. Tahapan ini dilakukan sebelum adanya 
tindakan selanjutnya yaitu eksekusi jamminan. 
Menurut analisi penulis sudah sesuai dengan hadis Nabi riwayat 
Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 
 َح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َنيِمِلْسُمْلا َنْي َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا  َلََ  َ وُمِلْسُمْلاَو اًماَر
اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْمِهِطوُرُش. 
                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 
106. 
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"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram."3 
Bahwa hadis diatas menjelaskan tentang perdaiman pihak BMT 
kepada pihak nasabah, dengan cara pemberian surat kepada nasabah agar 
nasabah menunaikan kewajibanya. 
3. Rescheduling (penjadualan kembali) 
yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap 
beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 
pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), 
termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan 
kredit. 
Pada tahapan ini BMT Tumang Cabang Solo dapat merubah jadwal 
pembayaran ataupun jumlah angsuaran pada nasabah. Tahapan ini 
dilakukan adanya tambahan biaya pokok pembayaran serta harus 
berdasarkan kesepakan bersama  dan dalam tahapan ini BMT Tumang 
Cabang Solo samasekali tidak meminta tambahan apapun kepada nasabah 
sehingga sama sekali tidak membebankan. 
Fatwa DSN-MUI NO.48 Tahun 2005 tentang penjadwalan kembali 
terdapat beberapa poin yaitu, penjadwalan kembali dilakukan dengan tanpa 
                                                          
3Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqolani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta Timur: 
Akbarmedia, 2012), cet. 7, hlm 231. 
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adanya tambahan pada jumlah tagihan, ini sesuai dengan apa yang 
dilskuksnoleh BMT Tumang Cabang Solo, karna ada tahapan ini fungsinya  
untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga BMT tidak membebani 
nasabah. 
Bedasarkan analisis diatas proses dalam tahapan rescheduling yang 
dilakukan oleh BMT Tumang Cabang Solo sudahb sesuai dengan 
kententuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.48/DSN-MUI/II/2005 
Tentang penjadwalan kembali. 
4. Write off (Hapus buku) 
Merupakan tindakan administratif yang di lakukan pihak BMT 
sebagai salah satu cara menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah guna 
meningkatkan kesehatan BMT.  
Mekanisme ini dilakukan bagi nasabah yang sudah dikategorikan 
macet oleh BMT Tumang Cabang Solo berdasarkan analisis nasabah 
tersebut masih memiliki sumber pembayaran walaupun jumlahnya sedikit 
pembayaran. Nasabah sudah dinyatakan terbebas dari Pembiayaan jika 
nasabah tersebut meninggal dunia dan jaminandi kembalikan pada nasabah. 
Tahapan penghapusan buku memang tidak memiliki aturan khusus di 
dalam fatwa.akantetapi diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang Qord pada 
aturan pertama poin b. dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa apabila 
nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan 
kewajibanya pada bank pada saat yang telah disepakati telah memastikan 
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bahwa tidak mampunya. Maka bank dapat menghapus sebagian atau 
keseluruhan, BMT melakukan tahapan ini pada saat bank telah 
menganalisis nasabah tersebut memiliki ketidak mampauan pada 
pembayaranya sehingga BMT pun melakukan write off, penghampusan 
yang dilakukan BMT hanya sebatas pengahapusan buku bukan 
penghapusan tagihan sehinggga bagaimanapun BMT masih bisa menagih 
pada nasabah, karena menurut BMT hutang nasabah tetaplah menjadi 
hutang yang harus dibayar. Pengahpusan yang dilakuakan oleh BTN 
syariah tidak boleh  dibupblish ke nasabah dan hal tersebut tidak diatur 
oleh fatwa sehingga hal ini menerut peneliti sah-sah saja karena tidak 
merugikan nasabah. Tahapan ini menurut peneliti sudah sesaui berdasarkan 
fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. 
5. Eksekusi jaminan 
Pada tahapan ini BMT akan menjual, melelang barang 
anggunan/jaminan atau mencari debitorlain (untuk pembiayaan non kpr). 
Tahapan ini meruapakan tahapan akhir yang dilakaukan oleh BMT karena 
menurut BMT tahapan-tahapan sebelumnyan merupakan hanya sekedar 
penundaan pembayaran. 
Strategi eksekusi jaminan yang dilakuakan BMT bisa di lakukan oleh 
nasabah ataupun nasabah bisa mempercayai BMT melalui pejabat negara 
yang akan melakukan eksekusi, khususnya untuk pelelangan jaminan. 
Eksekusi dilakukan tanpa meminta persetujuan lagi dari nasabah karena 
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semuanya diatur pada saat akad, karena dalam akad disebutkan apabila 
nasabah melakuakan wanprestasi BMT berhak melakukan eksekusi 
jaminan, namun untuk ketententuan harga, BMT dan nasabah sudah 
sepakat satu sama lain. Sebelum di lakukanya eksekusi surat  peringatan 
kepada nasabah sudah lengkap, yaitu terdiri dari SP 1, SP 2 dan terakhir SP 
3, BMT baru boleh melakuakan eksekusi jaminan. Jika nantinya dari hasil 
eksekusi jaminan terdapat kelebihan hasil maka nantinya BMT akan 
mengembalikan ke pada nasabah, namun sebaliknya jika hasil eksekusi 
jaminan kurang maka itu tetap di anggap hutang oleh BMT Tumang 
Cabang Solo. 
Fatwa DSN-MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian 
piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar disebutkan BMT 
dapat melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang 
tidak lagi bisa menyelesaikan pembiayaan sesuai jumlah waktu yang di 
sepakati dengan ketentuan, obyek atau jaminan nasabah kepada atau 
melalui BMT dengan harga yang di sepakati BMT dalam hal ini melakukan 
eksekusi  jaminan dengan harga yang disepakati dari kedua belah pihak. 
Poin kedua menyebutkan nasabah melunasi sisa utangnya kepada 
BMT dari hasil penjualan, BMT dalam hal ini tetap mewajibkan 
nasabahnya melunasi hutannya jika hasil eksekusi jaminan tidak dapat 
melunasi utang nasabah. Selanjutnya meneyebutkan apabila hasil penjualan 
jaminan lebih maka BMT mengembalikan kepada nasabah. Poin yang 
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terakhir dalam fatwa menyebutkan apabila nasabah tidak mampu 
membayar sisa utangnya maka pihak Bank dapat membebaskanya. dalam 
hal ini BMT tidak menerapkanya karena menurut BMT utang nasabah 
tetaplah utang dan nasabah wajib melunasinya kecuali nasabah itu 
meninggal dunia baru dibebasakan hutanya.   
Analisis peneliti dalam hal ini, BMT Tumang Cabang Solo 
melakukan eksekusi jaminan sudah sesuai dengan Fatawa, namun ada satu 
hal yang masih belum di jalaninya, yaitu pembebasan hutang pada nasabah 
yang tidak mampu membayar, BMT baru akan menganggap utang nasabah 
lunas apabila nasabah meninggal. Mungkin sebuah bentuk penegasan yang 
di lakukan oleh BMT agar nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan 
pembiayaan dan dari pihak BMT lebih selektif dalam memberikan 
pembiayaan pada nasabah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap strategi 
penanganan pembiayaan bermaslah dalam akad musy>arakah di BMT Tumang 
Cabang Solo menurut Fatwa DSN-MUI penulis memberikan kesimpulan 
sebagai jawaban dalamdari permasalahan dalam skripsi ini.adapun kesimpulan 
yang dapat diambil dari apa yang telah kami jabarkan diatas sebagai berikut: 
1. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad musy>arakah di 
BMT Tumang Cabang Solo yaitu dengan 5 strategi yaitu: tahapan pertama 
adalah dimana nasabah sudah telat melakukan  kewajibanya selama 2 bulan 
dan pihak BMT melakuakan pendekatan dengan via telpon. tahapan kedua 
adalah nasabah sudah melakukan wanprestasi dan pihak BMT memberi SP. 
Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah suatu upaya hukum untuk 
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit 
termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. 
Bila perlu dengan penambahan kredit. Write off adalah Merupakan tindakan 
administratif yang di lakukan pihak BMT sebagai salah satu cara 
menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah guna meningkatkan kesehatan 
BMT, dan yang terakhir eksekusi anggunan adalah pada tahapan ini BMT 
akan menjual, melelang barang anggunan/jaminan atau mencari debitor lain 
(untuk pembiayaan non kpr). Tahapan ini meruapakan tahapan akhir yang 
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dilakukan oleh BMT karena menurut BMT tahapan-tahapan sebelumnya 
merupakan hanya sekedar penundaan pembayaran. 
2. Menurut fatwa DSN-MUI strategi penanganan pembiayaan bermasalah 
dalam akad musy>arakah di BMT Tumang Cabang Solo dari 4 strategi  yaitu 
tahapan pertam, tahapan kedua, Rescheduling (penjadwalan kembali) dan 
Write off  (hapus buku) dan eksekusi anggunan  sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI, namun ada satu hal yang masih belum dijalaninya, yaitu dalam 
hal setela pembebasan hutang pada nasabah yang tidak mampu membayar, 
BMT baru akan menganggap utang nasabah lunas apabila nasabah 
meninggal. Mungkin sebuah bentuk penegasan yang dilakukan oleh BMT 
agar nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan dan dari 
pihak BMT lebih selektif dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. 
B. Saran 
Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak BMT Tumang Cabang Solo Agar melakukan monitoring yang 
lebih ketat guna mencegah munculnya pembiayaan bermasalah dan jika 
tidak ditangani dengan cepat akan berdampak pada pembiayaan bermasalah 
dengan dilakukannya monitoring secara langsung dan teratur kepada 
nasabah agar mengetahui kondisi usaha nasabah. 
2. Pihak BMT harus berhati-hati dalam menerima calon nasabah pembiayaan 
musy>arakah tersebut karenan kemungkinan munculnya pembiayaan 
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bermasalah bisa terjadi kapan saja pihak bmt harus lebih cermat dan teliti 
dalam memilih calon nasabah. 
3. Bagi masyarakat khususnya kepada nasabah hendaknya mempelajari 
terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, harus pula dilihat pula 
bagaimana penanganan tentang pembiayaan bermasalah yang akan 
dilakukan nantinya. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan 
yang telah diberikan, sehingga nantinya nantinya tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan. 
4. Pihak BMT harusnya lebih memberikan toleransi kepada nasabah yang 
telah menggap dirinya sudah tidak bisa memenuhi kewajiban melunasi 
piutang mungkin diberikan masukan alternatif lain kepada nasabah agar bisa 
memenuhi kewajibanya.  
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